
BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang  -  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan 

Riau kembali memperoleh predikat opini wajar  tanpa pengecualian (WTP) 

dari   Badan   Pemeriksa  Keuangan   (BPK)  RI  atas  Laporan  Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017.

Perolehan  Opini  WTP  ini  disampaikan  BPK  dalam  paripurna  istimewa 

DPRD  Kepri  yang  dipimpin  Ketua  DPRD  Jumaga  Nadeak dan 3 Wakil 

Ketua DPRD di kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin 

(21/5/2018).

Anggota  V  BPK  RI,  Isma   Yatun,   dalam   laporannya   menyampaikan, 

pihaknya  memberikan  apresiasi  yang tinggi kepada Pemprov Kepri yang 

telah   mempertahankan   opini   WTP   untuk   ketujuh  kalinya.  Isma  pun 

berharap  raihan tersebut dapat dipertahankan sehingga sistem keuangan 

Pemprov Kepri tetap akuntabel dan transparan.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan laporan 
dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kepri

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan anggota BPK RIKetua DPRD Kepri Jumaga Nadeak membuka Paripurna Penyampaian 
Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

Sejumlah anggota DPRD Kepri menyimak Penyampaian Laporan 
BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

Anggota DPRD hadir dalam Paripurna Istimewa 
Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan 

keuangan Pemprov Kepri tahun 2017

Sejumlah anggota DPRD Kepri menyimak Penyampaian 
Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri 

tahun 2017

Anggota DPRD hadir dalam Paripurna Istimewa Penyampaian 
Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 

2017

Gubernur Nurdin Basirun menandatangani laporan 
BPK RI disaksikan Anggota V BPK dan Pimpinan 

DPRD Kepri

Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat 
menyampaikan pidato
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Pimpinan DPRD, Gubernur Kepri, serta Anggota 
BPK RI foto bersama

"Kami memberikan apresiasi atas keberhasian tujuh kali mendapatkan opini WTP ini. Namun, tanpa mengurangi keberhasilan ini, BPK masih 

menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri ini," kata Isma. Ketua DPRD Provinsi  Kepri  Jumaga  Nadeak 

mengapresiasi dan memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih predikat WTP dari BPK  RI  untuk  kali ke-8. Namun demikian, 

ia juga meminta Pemprov Kepri segera menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan BPK. Jumaga  juga  mengatakan pihaknya akan  segera 

membentuk   Panitia   Khusus  (Pansus)  yang   membahas  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  BPK  tersebut.  "Pansus  ini  nantinya  akan 

membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini," kata Jumaga.

 

Gubernur  Kepri  Nurdin Basirun, dalam pidatonya mengucapkan rasa syukurnya perolehan predikat WTP yang ke-8 kalinya. Perolehan WTP 

tersebut,  kata  Nurdin,  masih  terdapat  sejumlah  persoalan  yang  harus  diperbaiki  demi  mewujudkan  sistem  keuangan  yang akuntabel. 

"Alhamdulillah,  ini  tahun  ke-8  Provinsi Kepri meraih WTP. Mudah-mudahan ke depan kami dapat memperbaiki sejumlah rekomendasi yang 

diberikan BPK," pungkasnya. (*)

Foto  :  Ismail        Narasi  :  Ismail      

DPRD Apresiasi Pemprov Kepri Raih WTP 8 Kali Berturut-turut

Anggota V BPK RI, Isma Yatun, menyerahkan dokumen hasil 
laporan pemeriksaan dan sejumlah rekomendasi kepada Ketua 

DPRD Kepri Jumaga Nadeak

Ketua DPRD Kepri didampingi Wakil Ketau DPRD bersama 
Gubernur menerima laporan BPK RI terhadap LKPD Pemprov 

Kepri Tahun Anggaran 2017
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